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PP 16 TAHUN 2018 TENTANG SATPOL PAMONG PRAJA,

YG MEMBEDAKAN DENGAN SEBELUMNYA (PP 6 TAHUN
2010) ADALAH penguatan fungsi penegakan perda dan
perkada DAN pengaturan tentang pejabat penyidik,

ANTARA LAIN:
v KOORDINASI DENGAN K/L LAINNYA DALAM
PENEGAKAN PERDA (PSL 8)
v PEMBERIAN PENGHARGAAN (PSL 31)
v PENGUATAN SDM SATPOL PP DG PEMBENTUKAN
JABATAN FUNGSIONAL ( BAB 1V)

vPENGUATAN KELEMBAGAAN (PSL 25 AYAT (2) Hrf F)







N
G KERJA SAMA DAERAH, YG

MEMBEDAKAN DENGAN SEBELUMNYA (PP .50 TAHUN 2007)
ADALAH peningkatan sinergitas berbagai aspek d.alam
penyelenggaraan pemerintahan daerah antara Pemerintah
Pusat dengan daerah, jaminan pelayanan publik yang
disediakan pemerintah daerah, perlindungan terhadap inovasi
daerah, ANTARA LAIN:

v KERJA SAMA SUKARELA (PSL 3)

VPENGAMBILALIHAN ~ URUSAN
PEMERINTAHAN
) ggET%K\NSAMAKAN APABILA TDK DILAKSANAKAN ( PSL 1 OYANGr
P KERJA SAMA ANTAR DAERAH (PSL 12 )
ENTUKAN ASOSIASI (PSL 45) )

v
SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH (PSL 46)

pp 28 TAHUN 2018 TENTAN

,



KEMENDAGRI
HARUS MENJADI “POROS” JALANNYA PEMERIINTAHAN NASIOONAL, DAERAH,

MENGUATKAN PELAYANAN PUBLIK/DEMOKRASI DA TEGAKNNYA INTEGRITAS BANGSA
SECARA MUSYAWARAH DAN GOTONG ROYONG

|

UU NO 23 TAHUN 2014
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PENYUSUNAN PERMENDAGRI KHUSUS BATAS DAERAH TAHUN KE
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